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ABSTRAK

Dalam proses penegakkannya, penerapan Pasal 112 undang-undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Pasal
multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar)
akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan
berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga
menimbulkan ketidakadilan pada, proses, pelaksanaannya. unsur menyimpan dalam
Pasal 112 undang-undang Narkotika memiliki arti bahwa‘pelaku menaruh Narkotika
tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti
menguasai dalam unsur Pasal 112 undang-undangNarkotika mengandung arti bahwa
narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang
kuasa atas narkotika tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1)
Bagaimanakah kepastian hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia, (2) Bagaimanakah
Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh
para penegakam hukum dalam 'sistem peradilan atas kejahatan Narkotika di
Indonesia?, dan (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
norma Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam
praktiknya. Karena penelitian ini mengkaji penegakkan hukum atas kejahatan yang
diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (legal research).
Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer,
sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum
normatif hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan
melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan, (library research). dari penelitian
dapat disimpulkan bawah:unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 undang-undang
Narkotita yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan,
kemudian, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diterapkan pada
penyalahguna narkotika. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi
ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk
penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering
dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak
pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana
yang lebih berat.
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ABSTRACT

In the enforcement process, the application of Article 112 of Law
Number 35 Year 2009 concerning Narcotics raises multiple interpretations and
ambiguities. The multi-interpretation article will cause the perpetrators of
narcotics crimes (dealers) to take cover-as-if they were victims of narcotics crimes.
This will have an.impact on-sentencing with.a short;sentence so.as to cause
injustice in the implementation process. the element of saving in Article 112 of
the Narcotics Act means that the offender places the Narcotics in a safe place.
Mastering in the Big Indonesian Dictionary means to rule over (something), hold
power over (something). Means controlling in the elements of Article 112 of the
Narcotics Law means that the narcotics are under the authority of a person
(perpetrator) or the perpetrators hold the authority over the narcotics. This research
problem formulation is; (1) What is the legal certainty of Article 112 of Law
Number 35 of 2009 concerning, Narcotics for Narcotics crimes in Indonesia, (2)
How is the application of Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics by law enforcers in the'justice system for Narcotics crimes in the
Narcotics crime in Indonesia ?, and (3) What efforts can be made to overcome the
problem of norms in Article 112 of Law Number 35 Year 2009 concerning
Narcotics in practice. Because this study examines law enforcement for crimes
regulated in Article 112 of Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics, this
research is categorized as a normative legal research. Normative legal research is
conducted (mainly) on primary, secondary, tertiary legal materials, insofar as they
contain legal norms. Normative legal research uses only secondary data.
Secondary data collection is done through .documentation studies or library
research (library research). from the research it canbe concluded that the elements
contained in Article 112 of the Narcotics Law are that every person, without rights
or against the law, owns, stores, controls or provides. The purpose of each person
is an individual, then, Article 112 of Law Number 35 Year 2009 can be applied to
narcotics abusers. In practice, the use of the article still occurs ambiguity and
multiple interpretations, whether the article can be applied to narcotics abusers or
not. This multi-interpretation article is often used by the parties concerned,
especially the perpetrators of criminal acts to protect themselves as narcotics
abusers to avoid more severe criminal sanctions.

Keywords; Narcotics, law enforcement, rehabilitation.
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